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Pemanggilan kerja kembali kepada pekerjayang dirumahkan dapat menjadi penyebab terjadinya Pemutusan
Hubungan Kerja (PHK) dengan alasan mangkir kerja yang menimbulkan terjadinya perselisihan PHK.
Penelitian Direpresentasikan melalui pengkajian pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 159K /Pdt.Sus-
PHI/2023, Permasalahan yang dikaji adalah ketentuan pemanggilan kembali pekerja yang dirumahkan dan
proses penyelesaian PHK dengan alasan mangkir. Penelitian dilakukan dengan metode doktrinal dengan tipe
deskriptif-analisis menggunakan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara
kualitatif. Simpulan diperoleh bahwa ketentuan mengenai pemanggilan kerja secara patut tidak terdapat
dalam ketentuan khusus, akan tetapi telah diatur sebagai unsur pemenuhan kualifikasi pekerja mangkir pada
Pasal 154A Ayat (1) Huruf JUndang-Undang Cipta Kerja yang harus dilakukan dalam mekanisme tertulis
dan dikirim kepada alamat masing-masing pekerja sebanyak dua (2) kali. Kemudian dalam proses
penyelesaian perselisihan PHK dengan alasan mangkir masih ditemukan ketidaksesuaian dikarenakan masih
terdapat inkonsistensi dalam penggunaan perundang-undangan sebagai dasar hukum penyel esaian
perselisihan PHK tersebut.

...... Calling workers who have been laid off to work again can be the cause of Termination of Employment
on the grounds that they are absent from work. The research focuses on the Supreme Court Decision
Number 159K /Pdt.Sus-PHI/2023. The issues are about the provisions for calling back laid-off workers and
the process of resolving termination of employment for reasons absenteeism. The research was carried out
using a doctrinal method with a descriptive-analysis type using secondary data obtained through literature
study and analyzed qualitatively. The conclusion isthat the provisions regarding proper calling for work are
not contained in specia provisions, but have been regulated as qualifications of absent workersin Article
154A Paragraph (1) Letter J of the Job Creation Law which must be carried out in a written mechanism and
sent to the address for each worker two (2) times. Then, in the process of resolving layoffs due to
absenteeism, discrepancies were still found because there were still inconsistencies in the use of statutory
regulations as the legal basis for resolving layoffs.


https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920540062&lokasi=lokal

